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ISU AKTUAL

pegawai di b|d PeIayanan dasar pada unit kerJa“ di daeral
tertinggal dan terluar.

* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai
Negeri Sipil (PNS). Penilaian 360° dengan mempertimbangkan bobot penilaian
sebagai berikut: Atasan, Rekan, dan Bawahan.

« Assesmen bagi Pejabat Pengawas dan Uji kompetensi bagi Jabatan Pelaksana yang
akan pindah kelas jabatan sesuai peta dan formasi kebutuhan;

« Usul kenaikan pangkat di periode oktober 2019 sesuai surat edaran tgl 18 Juni 2019;

Kenaikan pangkat pilihan melalui penyesuaian ijasah wajib sesuai formasi kebutuhan

-“E'I'rpeta jabatan pada masing2 unit kerja.
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=] Sistem Informasi ASN(e Master)

<« C | & Secure | https hdetmp v.go.id

Ii Master Provinsi Jawa Timur

Home DataPegawai ~ Laporan ~ | Sefting ~ Progress Data

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Home > Dashboard

Administrator Area - PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Selamat Datang
Hai salyasari, selamat datang di halaman Administrator HRMS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Silankan Klik menu diatas atau pilih iken Dashboard dibawah ini

emetaan nfo Jabatan Statistik rediksi aji Berkala aperjakat Manaj Kari
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v' Pangkat -Jabatan UPDATE

v" Pendidikan (Formal dan Non v VALID dan Berkualitas
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DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tantang Aparatur Sipil Negara, khususnya
pada Pasal 127 dan 128;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian PNS;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, khususnya pada pasal 23;


http://opengovindonesia.org/wp-content/uploads/2012/08/UU-No.-14-Tahun-2008-tentang-Keterbukaan-Informasi-Publik.pdf
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Rata-rata Laporan Progress
Data Kepegawaian Pemerintah
Provinsi Jawa Timur

Jumlah ASN
51185

TaERg Y 5 —~— e = e A= e - Sumber : Data E-Master Juli 2019




Data Penunjang Remunerasi 2019

- Nama

 NIP

- Pangkat
 Pendidikan

- Jenis Jabatan
- Jabatan (JS, JFT, JFU)
* Posisi Unit Kerja
 Kelas Jabatan
 Uraian Jabatan
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Kekurangan

Data Remunerasi

Jabatan Struktural
SKP 2017
100%
(0]
Jabatan Fungsional 94.33%
]
98.91%
SKP 2018
Jabatan Pelaksana
99.87% 75.78%

Sumber : Data E-Master Juli 2019
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Update Data Kepegawaian

Perhatian! : Data CPNS terbaru harus update & valid 100%

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Master = Data ASH

Data ASN

Masukkan Nama / NIP :

Identitas Hepegawaian Pendidikan Terakhir Jabatan Terakhir

TYAN ADI KURNIAWAN,3.H.
19891108 201903 1 012

: Tahun Bulan )

. 00 0000

Tshun Lulus
PK -
Perempuan
WAHIDATUR ROSYIDAH 55
19880813 201903 2 011
Illa - Penata Muda { MS : 0 Tahun 0 Bulan )
2 . 00 0000 TMT Pangkat : 01 Maret 2018
Tahun Lulus
Siatus Pangkat - Belum Puncak K-
Perempuan E Ak o
=3 Kerja dari CPMS : [
ZINDI NABILA ONEDANI
19930310 201903 2 (12
; - [ MS : Tahun Bulan )
3 P
onoan Tahun Lulus :
PR
Perempuan
TIRSA SUHARMULYANI
19950731 201903 2 013
. - MS : Tahun Bulan }
. 100 0000 TMT Pangkat :
ot B Tshun Lulus :
Status Pangkat : Py

Perempuan MS dari Pangkat Akhir :




Update Data Kepegawaian

Data ASN
Login : dnsmusicstudio
_ Perhatian !: Warna Background Foto
Masulan tama [ = untuk Jabatan Fungsional seharusnya
Abu-Abu
[ [} Foto Identitas Kepegawaian Pendidikan Terakhir SR R -

Tugas Belajar

MAUHIYA MIFTAHAR pada Propinsi
ST 21 Jabatan Fungsional

Perencana Keahlian Ahli Pertama (1l

BADAM PERENCAMAAN

y a-Pe N (M5 : 3 TITI {
1990020 201403 2 001 llifa - Penata Muda ( M5 : 1 Tahun 3 INSTITUT TEKNOLOGI CMEANGUNAN DAERAH -

Bulan ) SEPULUH MOFEMEBER

TMT Jabatan - 01 Maret 2017 SEKRETARIET - SHEBASH+ -
P1 Februari 1990 TMT Pangkat : 01 Juni 2015 ARSITERTUR Status Jabatan : Sudah Diangkat PENYUSUNAN PROGRAM DAN
29 Tahun b Bulan & Hari Status Pangkal - Belum Puncak Tahun Lulus : 2011 Diklat Fungsional - Sudah Diklat ANGEARAN
Perempugn M5 dari Pangkat Akhir - 5 Tahun 4 IPK : 0 Pensiun - 01 Maret 2048
: Bulan
Maza Kera dari CPNS - 5 Tahun 4
Bulan

umber : Data E-IViaster IViel




Update Data Kepegawaian

Riwayat Jabatan Fungsional - JURI

CATATAN :
Data harus diisi lengkap dan benar, jika tidak lengkap dan benar, maka tidak akan dilayani dalam pengurusan kepegawaian pada BKD Provinsi Jawa Timur

Dokumen harus Asli dan jelas dibaca, jika tidak jelas dibaca, maka tidak akan dilayani dalam pengurusan kepegawaian pada BKD Provinsi Jawa Timur

ambar Pensil (Aktifkan), maka akan mengubah data dari kondisi Non Aktif = N menjadi kondisi Aktif = Y atau sebaliknya

Perhatian !: File BA Pelantikan dan n analisa menjadi benar
. akan tetapi data tersebut menjadi riwayat

File Surat Pernyataan Pelantikan

harus di UPLOAD
No f File SK  File BA ' File Surat ' Nama Jabatan Fungsional Instansi TMT Jabatan PAK Status Status Aktif
Pelantikan Pernyataan Fungsional Diklat

Pelantikan

1 Jabatan Fungsional 9"')‘5:"::?_{ %‘é%ﬁf SPUE!;J/E)EISE')«":T’*AN 01 Oktocber 2018 325.863 S?Jadna‘ghkat Sﬁ-zcljaath Y
2 Guru Ahli Muda (lllic) Dpoieliadatalinbadals 01 Oktober 2014 205.065 | Sudah | }E')’T’EE??“Q N
3 Guru Ahli Pertama (lll/b) 2Pl T st e L) 01 April 2011 155165 gi‘;dnaghkat :;’ﬁ,g;i'ng N
4 Guru Ahli Pertama (11/a) L E ER DO 01 April 2009 115.255 g}’adnaghkat il

Diklat



Update Data Kepegawaian

Riwayat Jabatan Fungsional - MARIYATI

CATATAN :

Data harus diisi lengkap dan benar, jika tidak lengkap dan benar, maka tidak akan dilayani dalam pengurusan kepegawaian pada BKD Provinsi Jawa Timur

Nama Jabatan Fungsional

Dokumen harus Asli dan jelas dibaca, jika tidak jelas dibaca, maka tidak akan dilayani dalan 203104

-Guru Ahli Muda (I11/d-300)

x)

1. Aktifkan data terkini, dengan menekan tombol bergambar Pensil (Aktifkan), maka akan mengubah data dari &
2. Hanya ada 1 (satu) data dengan kondisi Aktif =Y

3. Dengan data terkini diaktifkan, maka rekapitulasi dan analisa menjadi benar

4, Data dengan kondisi Non Aktif = N tidak akan hilang, akan tetapi data tersebut menjadi riwayat

[+

o

& ULTTLTINUTTIUTOY "o oTiTialart

_12028-Epidemiolog Kesehatan

12029-Fisikawan Medis
1 2030-Fisioterapis
2031-Guru

Perhatian ! dalam mengisi
Jabatan Fungsional (GURU):
harus lengkap mulai dari Ahli
Pertama, dst...

Tambah /

No File SK File BA File Surat Nama Jabatan Fungsional
Pelantikan Pernyataan
Pelantikan

() 203101-Guru Ahli Pertama (I1I/a-100)
() 2023102-Guru Ahli Pertama (III/b-150)
() 203103-Guru Ahli Muda (I1I/c-200)

[} 203104-Guru Ahli Muda (I11/d-300)
() 203105-Guru Ahli Madya (IV/a-400)
() 203106-Guru Ahli Madya (I1V/b-550)
() 203107-Guru Ahli Madya (IV/c-700)
[} 203108-Guru Ahli Utama (IV/d-850)
[} 203109-Guru Ahli Utama (IV/e-1050)

SMA NEGER|

1 .

[+

@

() 203110-Guru Pemula (1I/a-20)
[} 203111-Guru Terampil (1I/b-40)
[} 203112-Guru Terampil (II/c-60)
[) 203113-Guru Terampil (1I/d-80)
12032-Inspektur Ketenagalistrikan

12033-Inspektur Minyak dan Gas Bumi -




Validasi Data Kepegawaian

ijayat Ja bata n Pel a km na _ ISN 0 34174-jab_pelaksana-20190226-891-Nama_Ja..1/4

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA
J1Gayung Keboasar No. 169 Telp. (131) 8267275 (Hurting) Fax. 8292270, 8292270

SURABAYA - 60233

CATATAN :

Data harus diisi lengkap dan benar, jika tidak lengkap dan benar, maka tidak rovinsi Jawa Timur
KEPALA DINAS PERUI‘AN:E‘PR"I:‘?:T. KAWASAN PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188.4 / 35 / KPTS / 105/ 2019

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIBAWAH JABATAN STRUKTURAL
ESELON TERENDAH DILINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR

Dokumen harus Asli dan jelas dibaca, jika tidak jelas dibaca, maka tidak aka si Jawa Timur
1. Aktifkan data terkini, dengan menekan tombol bergambar Pensil (Aktifkan), maka akan msé
Z. Hanya ada 1 (satu) data dengan kondisi AKtif =Y

3. Dengan data terkini diaktifkan, maka rekapitulasi dan analisa menjadi benar

4. Data dengan kondisi Non Aktif = N tidak akan hilang, akan tetapi data tersebut menj

sebaliknya

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA PROVINS! JAWA TIMUR

Menimbang

: a Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi ash tugas / purna tugas
dan dalam rangka peningkatan kinerja Unit Kerja dilingkungan Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi
Jawa Timur maka dipar g periu untuk mutasi
pegawai dan menempatkan kembali Pegawai Negeri Sipil Dibawah
Jabatan Struktural Eselon Terendah dilingkungan Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakvat Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya Provir

b. Bahwa sesuai dengan pertimbangal

s o« Perhatian !t File pdf yang diupload seharusnya SK
Jabatan Pelaksana bukan File lainnya

Tambah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor § Tahun 2
(Lembaran Negara Republik Indon

No File Nama Jabatan Pelaksana Instansi TMT Jabatan AktT Tgl Edit

Anali ratari DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN R ; e T
1 @nahs Lah-&@ PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA 01 Januari 2019 ki 26 Februari 2019

= DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN : .
2 a Penguji Bahan Dan BEangunan PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA 01 Januari 2018 M 26 Februari 2019
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN B Crar
3 a PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA 01 Januari 2017 M 26 Februari 2019

Sumber : Data E-Master Mei 2019



Validasi Data Kepegawaian

Identitas

DIDIN WAHIDIN, SE.
19780602 201001 1 008

MALANG, 02 Juni 1978
41 Tahun 0 Bulan 24 Hari
Laki-Laki

Aktif

PNS Daerah Propinsi yang bekerja

pada Propinsi

Vb - Penala Muda Tingkat | { MS
Tahun 3 Bulan )
TMT Pangkat

Status Pangkat
MS dari Pangkat Akhir - 8 Tahun 5

Bulan

Belum Puncak

Pendidikan Terakhir

S1

UNIVERSITAS
PADJADJARAN

ILMU EKONOMI DAN STUDI
PEMBANGUNAN

Tahun Lulus : 2003

IPK: 3

« STATUS JABATAN = SUDAH DIANGKAT
» DIKLAT = SUDAH DIKLAT
« DATA PENDUKUNG TIDAK VALID (KOSON(

Jabatan Terakhir

Jabatan Fungsional

Perencana Keahlian Ahli Pertama (lll/b

TMT Jabatan : 25 Februar 2016

Status Jabatan : Sudah Diangkat
Diklat Fungsional : Sudah Dikiat
Pensiun . 01 Juli 2036

W

GUBERNUR JAWA TIMUR

PETIKAN KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 810/ 247 /212.3/2016
TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS| JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR
Menimbang 2 dst ;
Mengingat & dst;
Memperhatikan dst;
MEMUTUSKAN:
WMenetapkan 3
KESATU : Menetapkan Pegawal Negerl Sipil :
a. Nama : DIDIN WAHIDIN, SE.
b. NIP : 19780602 201001 1 008
c. GolRuang : i
d. Instansi : Badan Perencanaan Provinsi Provinsi Jawa
Timur
dalam Jabatan Perencana Pertama
KEDUA : Penetapan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana dan
Jabatan Fungsional sebagai dasar fungsi ji
sera keglatan dibidang \par
Sipll Negara;

: Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat
akan di k

PETIKAN Keputusan ini diberfkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
b | untuk i dan diperg i
mestinya.

Ditotopkan di : Surabaya
Pada tanggal : 25 Pebruari 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ad.

Dr. H. SOEKARWO

ina Utama Madya
NIP, 18580227 198503 1 007



Validasi Data Kepegawaian

Mo

Foto

Identitas

AKEGA HUDRIE ARMAWAN, SE.MM
19750320 199511 1 003
030 087 393

SURABAYA, 20 Maret 1975
44 Tahun 3 Bulan 16 Hari
Laki-Laki

Islam

Kepegawaian

Aktif

MAAF BERKAS
MENYUSUL
KARENA
MASIH DIPROSES

Perhatian !: Dilarang mengupload
berkas menyusul

hir Jabatan Terakhir

abatan Fungsional

PNS Daerah Propinsi yang bekerja pada Fropmst

llid - Penata Tingkat | { M3 - 17 Tahun 2 Bulan )
TMT Pangkat : 01 Oktober 2016

Status Pangkat : Belum Puncak

MS dari Pangkat Akhir . 19 Tahun 11 Bulan
Masa Kerja dari CPMS - 24 Tahun 11 Bulan

5-1

Paencana Keahlian Ahli Muda (IlI/id)

UNIVERSITAS AIRLANGGA

MANAGEMEMNT
Tahun Lulus : 2001
IPK -0

TMT Jabatan : 00 0000

Status Jabatan : Sudah Diangkat
Diklat Fungsional : Sudah Diklat
Fensiun : 01 April 2033

Sumber : Data E-Master Juli 2019



Tugas Fasmtator

///\

- Mendorong dan memotivasi ASN mengupdate A“
Data Masing masing di e-Master |

 Meningkatkan Capaian Progress Data hingga
99 % - 100%

- Rekap Data PNS

- Menjaga dan meningkatkan kuantitas dan
kualitas data PNS

- Selalu update dengan dinamika data ASN

SR




Harapan

* Meningkatnya kuantitas dan kualitas data ASN menjadi lebih baik,
valid serta dapat dipertanggung jawabkan.
e Data Kepegawaian dapat dimanfaatkan untuk :
J Pengambilan kebijakan dan keputusan pimpinan
J Pembinaan karier kepegawaian
[ Pelayanan Kepegawaian ASN (Pangkat, Mutasi, Kediklatan
Remunerasi, Pensiun)

YE Ve VE LE Y






